PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PELAKSANAAN REALISASI PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Kepada Bank Pembangunan  Daerah
Kalimantan Selatan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Realisasi Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun
Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



10.

i 415

12.

13,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Polkok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Kepada Bank  Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu $Sungai Selatan
Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN

REALISASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut
dengan BPD Kalsel adalah pihak yang diberikan penyertaan imodal.

Pasal 2

Proses realisasi penyertaan modal kepada BPD Kalsel dapat dilakukan setelah
disetujuinya anggaran penyertaan modal pada Peraturan Daeral tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Kepala DPPKAD membuat pertimbangan tertulis melalui Telaahan Staf Kepada
Bupati untuk persetujuan pelaksanaan jumlah realisasi penyertaan modal.

Pasal 4

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala DPPKAD selaku PPKD melakukan

proses pencairan dana dari Kas Daerah kepada BPD Kalsel.



(2) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 5

(1) BPD Kalsel wajib menyampaikan Laporan Keuangan, terutama laporan yang
berkaitan dengan hak Pemerintah Daerah atas deviden yang diberikan dan
akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun kepada Bupati
c.q. Kepala DPPKAD.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
bukti dukung bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta bahan evaluasi
untuk realisasi penyertaan modal.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

JI77277
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 4



